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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Simpang Terusan, 06 Juli 1989, umur 35
tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan,
Pendidikan SLTA Pekerjaan xxxxxxxxxx, Warga
Negara Indonesia, Yang Beralmat di Kavling Mandiri
Blok S3 No0.8, RT RW 002/007 XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXxXg, Kecamata Batu AJi, XXXX XxXxX, Propinsi

Kepulauan Riau, Alamat Email: juliana89@gmail.com

Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.
1504034607890003. Telah memberikan  Kusa
Khusus kepada S A L M A H, S.H Advokat pada
Kantor Hukum “SALMAH, SH & PARTNERS”,
beralamat di Jalan Trans Barelang Perum Medio
Raya Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan
Sagulung — xxxx xxxxx, Telp. 081276919229, Email :
salmahwati4647@gmail.com, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 478/SK.PA/XI-2024, Tanggal 12
November 2024  Selanjutnya Di Sebut Sebagai
PENGGUGAT;
LAWAN
TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Dabo Singkep, 26 September 1982, umur

42 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan  xxxxxxxxxx, Yang Beralamat di
Perumahan Citra Multiland Blok C No.11, RT RW
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004/20, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXX XXXXX, XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX,
disebut Sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Tetelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan
Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 14 November 2024, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah
melakukan pernikahan pada tangggal 10 Oktober 2014 Yang dicatat oleh
pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
Batang Hari, Propinsi Jambi, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
325/23/X/2014,Tanggal 13 Oktober 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
ALLAH Swt;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba’da dukhul) sebagai layaknya suami istri dan dikarunia dua

(2) orang anak yang bernama:

3.1. Anak I, tempat tanggal lahir Batam, 4 Agustus 2015, umur 9 tahun;
3.2. Anak Il, tempat tanggal lahir Batam, 10 Juli 2019, umur 5 tahun;

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021 hubungan Penggugat dan
Tergugat sering di warnai pertengkaran terus-menerus penyebabnya ialah:
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a. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberi nafkah yang
cukup dan selama menikah Tergugat tidak pernah dibimbing terkait
dengan Agama, selama menikah Tergugat tidak pernah sekalipun

mengajak Penggugat untuk melaksanakan ibadah bersama,;

b. Bahwa selama lima tahun Penggugat membantu Tergugat berjulan di
rumah dan selama itu pula Tergugat semena-mena memberikan nafkah,
bahkan Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan Tergugat
selama menikah dengan Tergugat;

c. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat kecanduan judi online semakin
menambah penderitaan Penggugat uang habis untuk berjudi.
semenatara Penggugatlah yang banting tulang mencari nafkah, dan jika
Tergugat tidak punya uang Tergugat menyuruh Penggugat mencari

pinjaman namun tetap Penggugat yang membayar hutang Tergugat;

5. Bahwa Puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tahun 2023 yang mana akibat dari akumulasi segala
permasalahan diatas antara Pengugat dan Tergugat memutuskan untuk
pisah kamar. dan pada bulan Juli 2024 Tergugat pergi dari rumah dan sejak
saat itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin Tergugat

hanya meninggalkan hutang ;

6. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hak asuh anak bernama . Anak |,
dan Anak II, masih dibawah umur sesuai hukum islam sebagaimana
ditetapkan oleh Rasullullah SAW dan telah dipraktekkan oleh Khalifah
Arrasyidin, berlanjut puladilaksanakan dalam sejarah Pemerintah Khalifah
Islam sesudahnya di berbagai belahan bumi, dan telah menjadi hukum
positif di Indonesia sebagaimana termaksud dalam Kompilasi Hukum Islam
maka hak asuh terhadpnya seharusnya ditetapkan pada Penggugat. Lagi
pula sesuai prinsip kepentingan terbaik anak di dalam Konvensi
Internasional tentang Hak Anak dan di dalam Undang-undang perlindungan
anak maka keadaaan anak tersebut masih di bawah umur adalah lebih
terpenuhui kepentingan terbaiknya atas pengasuhan yang menjamin
terpenuhnya pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana mestinya
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apabila diasuh oleh Penggugat. Sebagai seorang muslimah yang mengerti
ajaran agama, Penggugat berjanji tidak akan menghilangkan hak Tergugat
untuk bertemu anak karena memang itu adalah hakya dan anak pun berhak

untuk ditemukan dan disayangi oleh ayahnya;

7. dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain
memutuskan untuk mengakihiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di maksud dan

tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena percerian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Penggugat untuk mengajukan
Gugatan Percerian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi
terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan telah memenuhui  unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi
Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan

cerai ini di kabulkan;

10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan
hari persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan

diadili, selanjutnya memberikan putusan yang sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in Sughraa Terhadap TERGUGAT, Terhadap
Penggugat PENGGUGAT,;
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3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)

atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1. Anak |, tempat tanggal lahir Batam, 4 Agustus 2015, umur 9 tahun;
3.2. Anak Il, tempat tanggal lahir Batam, 10 Juli 2019, umur 5 tahun;
Berada di bawah Pengasuhan dan Pengawasan Penggugat selaku ibu
kandungnya;

4. Membebankan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah
menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk
diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana, telah bermeterai cukup
dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/23/X/2014,Tanggal 13 Oktober
2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian
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Batang Hari Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokan
dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atika Zahra Ratifa, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX XXXXX,
telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua
Majelis diberi tanda P-3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zhafran Ghazani,
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxXx, telah bermeterai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda
P-4.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :
1. Nama : Jusnidar binti Mayanar, dibawah sumpahnya telah menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Penggugat
dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan
mereka telah dikaruniai anak 2 orang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx XXxxx.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah
keluarga dan Tergugat kecanduan judi online.

- Bahwa sejak bulan Juli 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat,
akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat penyayang pada anak-anaknya.
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2. Nama : SAKSI 2 binti Sukarmin, dibawah sumpahnya telah menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Penggugat dan
Tergugat selaku suami isteri yang telah memperoleh anak 2 orang dan
tinggal bersama terakhir di XXXX XXXXX.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah

keluarga dan Tergugat kecanduan judi online.

Bahwa sejak bulan Juli 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat,
akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat penyayang pada anak-anaknya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat
membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan kedua orang anak-anak
Penggugat dengan Tergugat dipersidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu bukti apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini
ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara

yang bersangkutan;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat

hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil
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dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu
disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil
tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1)
HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal
menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan
(sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat
mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak tahun 2021
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah keluarga dan Tergugat kecanduan judi online;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 perkara ini
adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Kutipan
Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat, bukti P.2 tersebut tetap diperlukan sebagai alat
bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Kutipan
Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis
Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti
tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan telah

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat
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dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula

Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 dan P.4 adalh bukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karenanya
bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-
undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan
pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami isteri, karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian
dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di
persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat
dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya
mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan
nafkah keluarga dan Tergugat kecanduan judi online bahkan telah dilakukan
upaya damai namun tidak berhasil juga, keterangan saksi satu dengan lainnya
tidak bertentangan serta saling mendukung, maka menurut penilaian Majelis
Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah
dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan keterangan dua orang
saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi.

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dikarenakan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah keluarga dan Tergugat

kecanduan judi online.
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- Bahwa sejak bulan Juli 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.

- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan
rasa saling kasih dan sayang satu sama lain. Hal mana berdasarkan fakta di
atas ternyata sikap Tergugat yang demikian serta kasih sayang yang
diharapkan Penggugat seutuhnya dari Tergugat tidak didapat Penggugat, yang
pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah,
sehingga dengan demikian akan sulit tercapai ketentraman dan kebahagiaan

dalam rumah tangga, khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Nabi
Muhammad SAW yang harus diikuti dan dipertahankan, namun jika dalam
menjalaninya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat
diselesaikan, dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran itu akan dapat
menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat atau
bahkan keduanya, padahal menurut Kaedah figh :

lad) la o adba s WBallg o

menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah
berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk
dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat
hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
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sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz

Zaujaini fith Thalaag Juz | halaman 83:

s G ladl et fpa (@Al USS ABLLY) LA 28 g
Boga gl Aag ) ol Cua g e W ilad Lgad adl gy
G2 dal o aSay o) olma Ll 0ul) OY zoo & O

at)and) z 90 oLl a1l JAR ¢ Ay gall Cadls

‘Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan
hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai
pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak kandung Penggugat
dengan Tergugat, dan selama berjalannya proses persidangan Penggugat tidak
ada menunjukan tanda-tanda yang mengakibatkan gugur haknya untuk menjadi
pemegang hak hadhonah terhadap anak kandungnya, maka Majelis Hakim
sepakat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap
kedua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada

Penggugat;
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Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan
Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadhonah
terhadap kedua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang
bernama Anak |, tempat tanggal lahir Batam, 4 Agustus 2015, umur 9
tahun dan Anak Il, tempat tanggal lahir Batam, 10 Juli 2019, umur 5
tahun;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan,
S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 05 Desember
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan
dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti Hakim Tunggal
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Fadlul Akyar, S.H Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 84.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai - Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 254.000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)
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